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ABSTRAK

Akhir-akhirini salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi Ditengah masyarakat adalah tindak
kejahatan premanisme. Premanisme dapat diartikan sebagai sebutan pejorative yang sering
digunakan untuk merujuk pada suatu kelompok yang mendapatkan penghasilan dengan cara
melakukan pemerasan disertai ancaman kekerasan kepada masyarakat. Premanisme juga disebut
juga sebagai gaya hidup sepereti preman yang identic dengan kekerasan seperti perampok atau
penjahat. Aksi dari premanisme sendiri dilator belakangi karena factor ekonomi. Preman yang
melakukan pemerasan dengan cara-cara kekerasan atau paksa dapat dijerat menggunakan Pasal 368
ayat(1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun
menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan
tahun.Undang Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan
fungsi Kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakhukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Lalu Pasall3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur Negara memiliki tugas pokok
yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum;
dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Dengan
menggunakan metedologi yuridis normative yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu
hukum. Hasil penelitian upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan
menindak tindak kejahatan premanisme di Kabupaten Temanggung dan hambatan yang ditemui
Kepolisian Resor Temanggung dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan premanisme di
KabupatenTemanggung
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